Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 23 TAHUN 2000
TENTANG

[JSAHA PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN EAHAN

]

GALIAN GOLONGAN C
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DEMAEK,

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayvat (2) huruf f
Undang-undang Nomer 18 Tahun 1987 tentang Pajak
Dserah dan Retribusi Daerah, maka ussha Pengam-
bilan dan Pensolshan Bahan Galian Golongan C
merupakan kewenangan Dasrah Ksbupaten :

bahwa sshubungan dengan hal tersebut huruf =a
maka dalam rangka pengaturannyva perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah .

. Undang-undasng HNomor 13 Tahun 1850 tentans Pem-

bentukan Daersh-daesrah Kabupatsn delam Ling-
kungan Propinsi Jawa Tengsh :

. Undang-undang MHNomor 8 Tahun 1981 tentang Kitsab

Undang-undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran
Negara Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3202 ) :

. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1937 tentang - Badan

Penvelsssaisn Sengketa Pajak (Lembaran Negara
Tahun 1297 Homor 40, Tambahan Lembaran HNegara
WNomor 3684) ;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang PaJjak
Dasrah dan Retribusi Dasrah (Lembaran Negara
Tahun 1897 Homor 41, Tambahan Lembaran Negara
Homor 36885)

. Undang-undang Nomor 189 Tahun 1997 tentang

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Hegara Tshun 1897 HNomor 42 , Tambahan Lembaran
Hegara Nomor 2888) 3 - 3

8. Undang ....
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8.

9.
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Indang-undang Nomor 23 Tahun 1927 tentang Penge-
lolasn Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun
1897 MNomor 88. Tambahan Lembaran MNegara Nomor
3688

Undang-undang Homor 22 Tahun 19982 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 18988
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negars Nomor 3839) ;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 19989 tentang Perim-
bangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Dasrah (Lembaran HNegara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);:

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tshun 1976 tentang
Perluasan Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang
{Lembaran Negara Tahun 1276 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 37025

10. Peraturan Pemerintah Nomor 189 Tahﬁn 1987 ten-

11.

12.

13.

14.

15.

tang Padak Deerah (Lembaran Negara Tahun 1897
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Homor 3681
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peratu-
ran Daesrah Perubahan :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun
1997 tentang Pedoman Teta cara Pemungutan PaJjak
Daarah

Keputusan Menteri Dalam Negeri HNomor 173 Tahun
1887 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang
Pajak Daerah :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tsahun
1998 tentang Prosedur Administrasi Pajak Daerah.
Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-
lain

Peraturan Daerah Prorinsi Daerah Tingkat I Jawa

Tengah Nomor 7 Tahun 1585 tentang Usaha Pertam-
bangan Bahan Galian C :

18, Peraturan ..
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Feraturan Dasrah Kabupaten Daerah Tingkat II
Demak MNomor 5 Tahun 1888 tentang Penvidik
Pegawai WNegeri Sipil dl Linsgkungan Pemerintah
Eabupsten Daerah Tingkat II Demak (Lembarsn
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun
1988 Nomor 8)

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH EABUPATEN DEMAK

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG USAHA PE-
NGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C .

BAB I
EETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Persturan Dasrah ini vang dimakeud dengan

a.

b.

Daerah adalah Eabupaten Demak :

Pamerintah Kebupaten adalah Bupati Demak beserta
Perangkat Dasrah otonom vang lain sebagai EBadan
Eksekutif Daserah

Bupati adalah Kepala Dasrah Kabupaten Demak ;

. Dinas Pendspatan Dasrah adalsh Dinses Pendapatan

Daearah EKabupaten Demak ;

Pejabat adalah pegawai vang diberi tugas
tartentu dibidang perpajakan dasrah sesual
reraturan perundang-undangan vang berlaku

. Pajak Pengambililan dan Pengolahan Bashan Galian

Golongan C vang eslanjutnva dissbut Pajsk adalah
pajak atas pengambllan dan pengolshan bahan
galian golongan C ;

. Bahan Gallsn Golongan C adalah bahan galian

golongan C sebagaimana dimaksud dalam Psraturan
perundang-undangan vang berlaku ;

. Eksploita=sli bahan galiazn golongan C adalah

pengambilan bahan galian golongan C dari sumber
alam di dalsm dan ataun permukasn bumi untuk
dimanfaatkan :



. .

Surat FPemberitahuan Pajak Daerah vang
selanjutnva disingkat SPTPD adalah Surat vana
digunakan oleh Waiib Pajak untuk melaporkan
penghitungan dan pembavaran paljsk vang terutang
menurut peraturan perundang-undangan perpajakan
Daerah :

Surat Setoran Pajak Dasrah, vyang selanjutnva
disingkat SSPD adalah surat yang dipergunakan
oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau
penvetoran palak vang terutang ke Kas Daersah
atau kstempat lain vang ditstapkan Kaepalsa
Dasrah ;

Surat EKetetapan Pajak Deaerah wveng selanjutnva
di=ingkat SKEPD adalah Surat EKeputusan yang
menentukan besarnva Jumlah palak vang terutang :

Surat Eetstapan Pajak Dasrsh Kurang Bayver vang
selanjutnyva disingkat SEPDEB adalah Surat
Eeputuszan vang mensntukan besarnva jumlah pajak
vang terutang., Jumlah kredit padjak, Jumlah
kekurangan pesmbayvaran pokok palak. besarnva
ganksi administraei. dan Jumlah yang masih harus
dibayvar :

Surat Eetetapan Pajsk Daesrah FKursng Bavar
Tambahan, wvang sslanjutnyva disingkat SEKPDEET
adalah Surat Eeputusan yvang menentukan tambshan
atas Jumlah pajak vang telah ditetapkan ;

Surat Ketstapan Pajak Daerah Lebih Bavar., vang
selanjutnys disingkat ZKPDLE adalah Surat
Keputusan vang menentukan Jjumlah  kelebihan
pembavaran pajlsk karena Jumlah kredit paisk
lebih besar dari rajak yvang terutang atau tidak
gsharusnya terutang .

. Surat Estetapan Pajak Dasrah Mihil. Vang

selanjutnva  disingkat SEPDH, adalah surat
keputusan vang menentukan Jjumlsah pajak vang
terutang sams besarnvs dengan Jumlah kredit
pajak., atau pajlak tidak terutang dan tidak ada
kreadit paisk ;

. Surat Tagihan Pajak Dasrah yang selanjutnya

digingkat STPD, adalsh surat untuk melakukan
tagihan pajak atsu sanksl sadministrasi bsrupa
bunga dan satau denda

9. surat ..



. Surat Eeputusan Keberatan adalah surat kesputusan
atas keberatan terhadap SKFDKE. SKEPDEBT. SEPDLB.
SEPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan
cleh pihak ketiga vang diajukan oleh Wajib
Pajak :

. Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD: adalah
kuasa pertambangan vang berisikan wewenang untuk
melakukan semua atau sebaglan tahap usaha per-
tambangan bahan galian golongan C;

Badan &adalsah suatu bentuk badan usaha vang
melivuti Pereeroan Terbatas, Persercan Komandit-
er., Persercan lainnva, Badan Usaha Milik HNegara
atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun.
persekutuan, perkumpulan. firma, kongsi, kopera-
sl, wyeayasan, atau organisasi yang  eejenis,
lembags, dana pensiun, bentuk badan tetap serta
bentuk badan usaha lainnys ;

Putusan Banding adalah putusan Badan Penvelessi-
an GSengketa Pajak atas banding terhadap surat
keputusan keberatan vang diajukan olsh Wajib
Pajak :

. Pemeriksasn adalah serangkalan keglatan untuk

mencari mengumpulkan dan mengolsh data dan atau
kEsteransgan lainnvya dalam rangka pangawasan
kepatuhan psmenuhan kewaiiban perpajakan daerah
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpa-
Jakan dasrsh :

. Penvidikan tindak pidana di bidang perpajakan

deerah adalsh serangksian tindakan vang dilaku-
kan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnyva dissbut Penvidik. untuk mencari
gerta mengumpulkan bukti yvang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana d4di bidang perpaja-
kan dserah vang terjadi serta mensemukan tersang-
kanva ;

. KEantor HKas Daerah adalah Kantor Kas Eabupaten

Deamak .
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BAB II
JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C
Pasal 2

Jenis bashan galian golongan C dimakesud Pasal 1 huruf g
Peraturan Daerah ini adalash :

i—hﬁlﬂ-ﬁ?‘#

(1)

(2)

(1)

(2)

tanah liat untuk batu bata, genting dan sebagainya;
tanah urug;

pasir dan keikil untuk bhahan hangun&n,

pasir urug;

. batu kali;
lasak.
BAE 1III
USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 3

Usaha Pertambangan Bahan Galian Gclcngan C dapat dila-

kukan oleh :

a. Badan Usaha Milik Hegara:;

b. Perusahaan Daerah;

c. Koperasi;

d. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesual dengan
Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia,
berkedudukan di Indonesia mempunyail pengurus yang
berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal
di Indonesia dan mempunyai lapangan usaha dibidang
pertambangan;

e, Perorangan vang berkewarnegaraan Indonesia dan
bertempat tinggal di Indonesia., dengan mengutamakan
mereka yang bertempat tinggal di Kabupaten ;

f. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan
Usaha milik negara disatu plhak dengan Propinsi dan
atau Perusahaan Daerah dipihak lain:

g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan
Ussha Milik Negara dan atau Daerah/Perusahaan disatu
pihak dengan Badan hukum Swasta atau perorangan
tersebut pada huruf 4 dan e ayat ini.

Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C hanya dapat
dilakukan dengan SIPD .

BAB IV
FPERIJINAN
Bagian Pertama
Wewenang Pemberian IJjin
Pagal 4

Setiap ueaha pertambangan bahan galian golongan C
harue dengan ijin Bupati yang diberikan dalam bentuk
SIFD.

SIPD dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan

dan mempertimbangkan masalah gangguan dan pencemaran
tata lingkungan hidup.

(3) Untuk ....



{(3) Untuk melskukan semua ussha pertambangan eksplorasi.
eksploitasi, pengolahan/pemurnian. pengangkutan dan
penjualan atau sebagian tahap usahsa pertambangsn bahan
galian golongan C tertentu hanya diperluksn satu SIPD.

{41 SIFD dimaksud avat (1) tidak dapat dipindahtangankan
kecuall dendgan 1jin Bupati.

{5) Dengan memperhatikan kepentingan pembangunan Dasrsh,
Bupati dapat menujuk Camat memberikan SIPD untuk dan
atas nama Bupati.

Pasal §

(1) Dalam eetiap pemberian SIFD haruse mempertimbangkan
gifat dan besarnya endapan serta kemampuan pemohon baik

teknis maupun keuangan.

{(2) Bupati dalam memberikan 1jin menstapkan persvaratan-
pereyaratan dan kewajiban-kewaiiban wyvang harus dipenuhi
oleh pemegang SIFD.

Pasal 8

Setiap SIPI' wang diberikan oleh Bupati dimsksud Pasal 4
ayvat (1) Peraturan Daerah ini hanya bsrlaku untuk 1 (s=atu)
jenis hahan galian golongan C.

Bagian Kedua
Tata Cara Psrmohonan SIPD
Pa=zal 7

{1) Permohonan SIPD diajukan sscars tertulis kepada Bupati
menurut bentuk yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Permohonan dimaksud ayat (1) harue dilampiri dengan
akte pendirian Perusahaan/Badan Hukum vang telah disah-
ken dari Instansai berwenang, sedangkan untul perorangan
dilampiri Kartu Tanda Penduduk dan atau bukti kewarga-
Negarasan.

(3) Terhadap permohonan SIPD untuk eksplorasi dan eksploi-
tasi =elsin melampirkan persvaratan dimskesud avat (2)
dilampirksn puls Peta wilavah vang dimohon dengan
ketentuan;

a. Permohonan SIPD dengan luas wilayvah sampai dengan 25
{dua puluh lima) hektar peta wilsysh tersebut harus
menunjukkan batas-batasnya secara jelas dalam rpeta
gituapi yvang bersangkutan dengan skala 1 : 1000,

b. Permchonan SIPD dengan luas wilayvah melebihi 25 (dua
ruluh lima) heaktar peta wilayvah terssbut harus

menunjukkan batae-batasnya secara Jjelas dalam peta
gituasi yvang bersangkutan dengan skala 1 : 1000,

(4) Untuk ...



(4}

(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

Intuk =atu wilavah rertambangan diajukan satu permoho-
nan. SIPD.

Apabila untuk wilayah yang sama diajukan beberapa
permohonan vang memenuhi svarst. maka vang psrtama-tama
mendapat penyelesaian ialah permohonan yvang terdahulu.

Baglan EKetiga

Luas Wilayah SIFD
Pasal 8

Luas wilayah yang diberikan untuk satu SIPD maksimal &

{lima} hektar dengan kestentuan:

a. untuk perorangan hanva dapat diberikan satu SIPD;:

b. untuk Badan Hukum (termasuk Koperasi) dapat dibsri-
kan makesimal 5 (lima) SIFD.

Pamegang SIPD dapat menciutkan wilayah kerdanva dengan
mengembalikan sebagian atau bagian-bagisn tertentu dari
wilayvahnva dsngan persatujuan Bupati.

Bagian Keempat
Jangka Waktu SIPD
Pasal 9

SIFD diberikan untuk Jjangka waktu maksimal 10 (sepuluh)
tahun dan dapat diperpanjang maksimal dus ksll, setiap
kali untuk jangka waktu paling lama (tiga) tahun atas
permohonan pemegang SIFD.

Bupati dapat membsrikan SIPD skesplorasi selama 1 (satu)
tahun dengan kemungkinan perpanjasngan untuk Jjangka
waktu 1 (=atu) tahun atas permchonan pemegang SIPD
bersangkutan vang diajukan sebelum berakhirnva Jangka
waktu vang telah ditetapkan.

Bagian Eelima
Eewaliban Pemegang SIFD
Pazal 10

Pemagang SIFD mempunvai kewajliban sebagai berikut :

ai

melaksanakan pemeliharaan kesslamatan kerda, pengaman
telknis dan lingkungan hidup serta mematuhi ketentuan-
ketentuan vang berlaku dan petunjuk-petuniuk darli pelak-
sansan Inspeksi Tambang;

. memelihara tanah. termasuk menambah kesuburan., mencegsh

kerusakan tanah dan Jjalan:

. mengembalikan tanah/menimbun kembali tanah wvang telah

ditambang:

. melakukan penanaman kemball/penghljauan/reboisasi:
. memberikan laporan tertulis atas pelskesansan usahanva

gsetiap 3 (tiga’) bulan kepada Bupati ;

. membsrikan lsporan kepada Bupati atas pensmuan bshan

galian vaheg tidak disebutkan dalam SIFD dengan tembusan
Bupati;

. mematuhi semus syvarat-syarat vang tercantum dalam SIPD.

Bagian ....
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Bagian Eesnam

Pencabutan SIFD
Pasal 11

SIPD tidak berlaku lagl atau dicabut karena :

5..
b.
c.

4 5

(1)

(2)

(3}

(4}

(1)

(2}

(3)

masa berlakunva ijin telah berakhir dan tidak diperpan-
dang;

dikembalikan kepada Bupati sebelum berakhir Jjangka waktu
vang telah ditetapkan dalam SIPD yang bersangkutan:
melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Dearah ini
dan atau pereyaratan yang tercantum dalam SIFD:

pemegang SIPD tidak melsksanakan usaha pertambangan
bahan gaslian golongan C dalam jangka waktu 6 (enam)
bulan setelah diberikan 1Jin atau 2 (dua) tahun menghen-
tikan ussha pertambangan bahan galian golongan C tanpa
memberikan alasan-slssan yvang dapat dipertangungjawab-
kan; :

. bertentangan densan kepentingan umum.

BAER V
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 12

Dengan nama Pajsk Pengambilan dan Pengolahan Bahan
Galian Golongan C dipungut pajak atas kegiastan sekeploil-
tasi bahan galian golongan C .

Cbyek Pajak adalah kegiatan ekaploitasi bahan galian
golongan C .

Subvek Palak adalah orang pribadi atsau badan vang
mengeksploitasi atau mengambil bahan galian
Golongan C sebagaimana dimaksud Pasal Z

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan vang menye-
lenggarakan eksploitasi bahan galian golongan C .

BAB VI
DAZAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 13

Dasar Pengenasn Pajak adalah nilai Jual hasil eks-
ploitasi bahan galian golongan C .

tilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1)} dihitune
dengan mengalikan volumestonass hasil ekaploitasl
dengan nilai pasar atau harga =standar masing-masing
jenis bahan galian golongan C .

Nilai Pasar esebagaimana dimaksud pada ayat (Z2) pada
masing-masing jenis bahan galian golongen C ditetapkan
gecara periodik oleh Bupatl sesual dengsn harga rata-
rata vang berlaku di lokasi setempat

(4} Harga ....
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(4) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dite-
tapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang penam-
bangan bahan galian golongan C .

Pagsal 14

Besarnya tarif pajak ditetapkan berdasarkan nilai Jual
hasil eksploitasi bahan galian golongan C dengan ketentuan
sebagal berikut :

a. tanah liat untuk batu bata, genting dan sebagalny sebe-
sar 15 % (lima belas persen);

tanah urug sebesar 15 ¥ (lima belas persen) ;

pasir dan kerikil untuk bahan bangunan gebesar 15 %
{lima belas persen};

d. pasir urug sebesar 15 % (lima belas persen) ;

o batu kali sebesar 15 % (lima belas persen);

f. lasak sebesar 10 ¥ (sepuluh persen)

oo

EAB VII !
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAE
Pamal 15 i

(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat
pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C
dilakukan . '

(2) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan
tarip pajak sebagaimana dimaksud FPasal 14 dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan
Daerah ini :

BAB VIII g
MASA PAJAE, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAE DAERAH
Pasal 18

Masa pajak adalah jangka waktu vyang 1am§nya 1 (matu) bulan
takwim .

Pasgal 17

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengam-
bilan dan pengolahan bahan galian golongan C dilakukan .

Pasal 18

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTED.

(2) SPTPD sebagaimana dimsksud pada ayat (1) harus diisi
dengan Jjelas, benar dan lengkap serta ditandatangani
oleh Wajib Pajak atau kuasanya . i

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disam-

paikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas)
hari setelah berakhirnya ma=a pajak .

{4) Bentuk ...
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{4) Bentuk. 1isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan

oleh Bupati.
BAE 1X
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 18

(1) Berdasarkan SPTFD aebagaimana dimaksud dalam Fasal 18
ayat (1), Bupati menetapkan pajak terutang dengan
manarbitkan SKEPD .

{2} Apabila SKPD sebagaimans dimsksud pada avat (1) tidak
atau kurang dibayvar setslah lewat waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari sejsk SEFD diterima, dikenakan sanksi
administrasi berupa bungsa sebesar 2 % (dua persen)
sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD .

Pasal 20

(1) Wajib Pajak membavar sendiri. SPTPD zebagaimana dimak-
® sud dalam Pasal 18 avat (1) digunakan untuk memperhi-
tungkan dan menetapkan pajak vang terutang .

(2) Dalam Jangksa waktu 5 (lima) tshun sesudah saat teru-
tangnyva pajak, Bupati dapat menerbitkan :

a. SKEPDEE ;
L. SKEFPDEBT :
c. SEPDNH .

(3) SKFDKE sebasgaimens dimskeud pada ayvat (23 huruf a

diterbitkan :
a. Apabils berdasarkan hasil remerikssan atau
keterangan lain pajak vang terutang tidak atau
. kurang dibavar. dikenakan sanksi administrasi berupa

bunga sebassar 2 % (dua psrssn) ssbulan dihitung dari
prajak vang kurang atau terlambat dibavar  untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat! bulan
dihitung szejak s=aat terutangnya pajask :

b. Apablla ©SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu
vang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis.
dikenaksan esankszi administrasi berupa bungs sebesar
2 % (dua persen) eebulan dihitung dari pajak wvang
kurang atau terlambat dibayvar untuk Jangkas waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitunag sejak
saat terutangnya pajak .

o, Apabila ....



(4)

(5)

{6)

(7)

(1)
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c. Apabila kewatliban mengiei GSPTPD tidak dipenuhi,
pajak vang terutansg dihitung secara Jjabatan, dan
dikenakan sankzi administrasi berupa kenaikan sebe-
sar 25 ¥ (dua puluh lima persen) dari pokok pajak
ditambah sanksi adminitraei berupa bunga sebesar 2 %
(dua persen) sebulan dihitung dari pajak vang kurang
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung seiak s=aat
terutangnya pajak .

SEPDEET sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf b

diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data vang

semula belum terungksp vang menyvebabkan penambahan
jumlah pajak vang terutang, akan dikenakan sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus

persen) dari Jjumlah kekurangan pajak tersebut .

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diter-
bitkan apabila Jumlah pajak vang terutang sama besarnyva
dengan Jumlah kredit pasjsk atau pajak tidak terutans
dan tidak ada kredit pajak .

Apabila kewajiban membavar pajak terutang dalam SEFDEB
dan SEPDKBET sebagaimana dimasksud pada ayat (2) huruf =
dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibavar dalam jangka
waktu vang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan
STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga
2 % (dus persen) ssbulan

Penambahan Jumlah pajak vyang terutang sebagaimans
dimaksud pada avat (4} tidak dikenakan apabila Waiib
Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan
pemsriksaan .

BAE X
TATA CARAE PEMEAYARAN
Pasal 21

Pembayaran pajak dilskukan di Eas Dasrah atau tempat
lain yvang ditunjuk cleh Bupat sesual waktu yang diten-

tukan dalam SPTPD, SKPD, SEPDKE, SEPDEET dan STED.

(2} Apabila ...
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(3)

(1)

(2}

(3)

{5

{1)
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Apabila 'pembayaran rpajak dilakukan ditempat lain yang
ditunjuk, hasil penerimasan pajak harus disetor ke Kae
Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu
Vang ditgytukan olah Bupati

‘“Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

avat (2) dilskukan dengan menggunakan SSPD .
Pasal 22
Pembavaran pajak harus dilskukan sekaligus atau lunas .

Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak
untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu
tertentu, setelah memenuhi persvaratan vang ditentukan.

Angsuran pembavaran pajak ssbagaimana dimaksud pads
ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-
turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan dari jumlah pajsk vang belum atau kurang diba-
var

Bupati dapat memberiksn persstujuan kepada Waiib Pajak
untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang
ditentukan getelah memenuhi persyvaratan vang ditentu-
kan dengan dikenakan bunga 2 ¥ (dua persen) sebulan
dari jumlah pajak vang belum atau kurang dibavar .

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pemba-
varan serts tata cara pembavaran angsuran dan pequndaan
sebagaimana dimaksud pada avat (2) dan avat (4} dite-
tapkan oleh Bupati

Pasal 23
Setiap pembavaran rpajak sebagaimana dimaksud dalam

Fasal 22 diberikan tanda bukti pembavaran dan dicatat
dalam buku penerimsan .

(2} Bentuk ....



(2)

(1)

(33

(1}

(2)
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Bentuk. Jenis, isi. ukuran tanda buktl rembavaran dan
buku penerimsan palak sebagaimana dimaksud pada avat
(1), ditetapkan oleh Bupati

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 24

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain
vang sejenls sebagal awal tindakean pelekeanaan penagi-
han pajak dikeluarkan 7 (tujiuh) hari sejak saat Jsatuh
tempo pembavaran .

Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) haril setelah tanggsl surat
teguran atau surat peringatan atau surat lain wvang
sajenia, Walib Pajak harus m=slunasi pajak vang teru-
tang.

Surat teguran. surat peringatan atsu surat lain vang
gejenis esebagsimans yvang dimsksud padas ayvat (1) dike-
luarkan oleh Bupati atau Pejabat yvang ditunijuk .

Pasal 25

Apabila Jjumlah vpajak vang masih harues dibayar tidak
dilunaai dalam jangks waktu sebagaimana ditentukan di
dalam Surat Teguran atau Surat Pesringatan atau surat
lain wang sejenia. jumlsh pajak wvang harue dibavar
ditagih dengan surat paksa .

Pejabat wyang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa Jasgera
setelah lewat 21 {(dus puluh =atu) hari sejak tanggal
Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain
vang sejenis .

Pasal 28

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam
Jangka waktu 2 x Z4 jam sesudah tanggal pemberitashuan Surat
Paksa. Pejabat wyang dituniuk segera menserbitkan Surat
Perintah Melaksanakan Penvitaan .

Fassl 27 ....
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Pasal 27

Jetelah dilakukan penyitaan dan waiib pajak belum Juga
melunasi utang pajaknva, setelah lewat 10 (sepuluh) hari
sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melakaanakan
Penyitaan. Pedabat vang dituniuk mengajiukan pesrmintsan
penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara .

Fasal 28

Setelah Kantor Lelang Hegara menetapkan hari tanggal, Jam
dan tempst pelakeanasn lelsng, Juru Sita memberitahukan
dengan segera secarsa tertulis kepada Walib Pajak .

Pazal 25

Bentuk. Jjenis, dan isi formulir vang dipergunakan untuk
pelaksanaan penagihan pajak daersh ditsetapksn oleh Bupati

BAB XII
PENGURANGAN., EKERINGANAMN DAN PEMEEBASAN PAJAK
FPasal 30

(1) Bupati berdasarkan permchonan Wajib Pajak dapat mem-
berikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

{2) Tata cara pembarian pengurangan. kEsringanan dan pembe-
basan pajak ssbagaimana dimaksud pada ayvat (1) ditstap-
kan olsh Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN EETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANESI ADMINISTRASI
Pasal 31

{1) Bupati karens jabstan stau atas permohonan Wajib Psiak
dapat :

a, membetulkan .
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(2)

(3)

(4)
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a. membetulkan SEPD atau SKEPDKB atau SKEFDKBT atau STPD
vang dalam penerbitannyva terdapat kesalshan tulis,
kesalahan hitung. dan atau kekeliruan dalam penera-
pan reraturan . perundangan-undangan perpajakan
dasrah :

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak vang
tidak beanasr ;

c. mengurangkan atau menghapuskan =anksi administrasi
berupa bunga. denda dan kenaiksan psajsk vang terutang
dalam hal sankei tersebut dikenakan karena
kekhilafan Waiib Pajak atau bukan karena
kezalahannva .

Permohonan pembetulan. pembatalan, pengurangan Ekete-
tapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi adminis-
trasi atas SKPD, SKFDEEB, SKEPDKBT dan STPFD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dissmpaikan secars tertu-
lis oleh Wajib Pajak kepada Bupati, atau Pejlabat selam-
bat-lambatnya 30 {(tiga puluh! hari sejak tangsal ditser-
ima SEPD, SEPDEE, SKEPDEET atau STPD dengan memberikan
glagan vang Jselms .

Bupati atau Pejabat vang ditunjuk psling lama 3 (tiga)
bulan sejak Surat Pearmohonan sebagaimana dimakeud pada
ayvat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan .

Apabila setelah lswat waktu 3 (tiga) bulan =sebagaimansa
dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yvang ditun-
Juk tidsk mamberikan EKsputusan. permohonan pembstulan.
pembatalan. pengurangan ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi dianggapr diksbulkan .

BAB XIV ....
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BAE XIV
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 32

(1) Waiib Pajak dapat mengajukan kaberatan- hanva kspads
Bupati atau Pejabat vang ditunjuk atas suatu :

a. SEPD ;
b. SKPDKB :
¢. SKFDEKBT ;
d. SKPDLE ;
&. SKEPDN .

(2) Permohonan ksberatan'sebasaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disampaikan secara tertulis raling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB. SKPDKBT., SPDLBE dan
SEPDN diterima oleh Wajib Pajsk, kecuali aspabila Wajiib
Pajak dapat menunjukan bahwa Jangka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karshs keadaan di luar kekuasaannya .

(3) Bupati atau Pejabat vyang ditunjuk dalam jangka waktu
paling lama 12 (dus belas) bulan seiak tanggal surst
permohonan keberatan sebagaimsna dimaksud pada avat (2)
diterima, sudah memberikasn keputus=an .

(4) Apabila sstelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan seba
gaimans dimaksud pada avat (3), Bupati stau Pesjsbat
vang ditunjuk tidsak memberikan keputusan, permchonan
keberatan dianggap dikabulkan .

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak menunda kewajiban membavar pajak

Famal 33
(1) Waiib Paiask dapat mengajukan banding kepada Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Jangka waktu 3 (tiga)

bulan setelah diterimanva Keputusan Keberatan .

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada avat (1)
tidak menunda keswajiban membavar pajak .

Pasal 34
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Fagsl 34

Apabila rengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal
32 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diks-
bulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga ssbesar 2 ¥ (dusa
pereen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan .

BAB XV
PENGEMBALIAN EELEEIHAN PEMEAYARAN FPAJAE
Pasal 35

(1) Waiilb Paisk dapat mengajukan permohonan pengembdlian
kelebihan pembavaran paisk kepads Bupati atau Pejsbat
vang ditunjuk secara tertulis dengan menvebutkan seku-
rang-kurangnya :

a. Nama dan slamat Waiib Pajak :

b. Masa pajsk ;

c. Besarnya kelebihan pembayaran padsk ;
d. Alasan yang jelas

{2) Bupati atau Pejabat vang ditunjuk dalam Jangka waktu
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanys
permohonan pengembalisn kelebihan pembavaran pajalk
sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) haruz memberikan
keputusan .

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimakeud pada ayvat (2)
dilampaui Bupati atau Pejabat vang ditunduk _tidak
memberikan keputusan. permohonan pengembalian kelebihan
pembayvaran pajak dianggap diksbulkan dan SKPDLE harus
diterbitkan dalam waktu paling lame 1 (satu) bulan .

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyal utang pajak lainnva,
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) langsung dipsrhitungkan untuk melunasi tarle-
bih dahulu utang padak dimaksud .

{5} Pengembalian .....
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(5) Pengembalisn kelebihan pembavaran pajiak dilakukan dalam
waktu paling lama Z (dua) bulan sejak diterbitkannva
SKPDLE dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar
Kelebihan Pajak (SPMEP)

{8) Apabils pengembalian kelebihan pembavaran pajak dilaku
kEan setelah lewat waktu 2 bulan sejak diterbitkannva
SKPDLE, Bupati atau Pejabat yvang ditunjuk memberikan
imbalan bunga ssbesar 2 ¥ (dua persen) ssebulan atas
keterlambatan pembavaran kelsbihan pajsk .

Pasal 38

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan
utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah
bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti
pembayaran .

BAB XVI
EADALUWARSA
Pamal 37

(1) Hak untuk melakukan pesnasgihan pajak. kadaluwarsa sete-
lah melampaul Jangksa waktu 5 (lima) tahun terhitung
sejak saat terutangnyva pajak, kecuali apabila Waiib
Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
Daerah .

(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada
avat (1) tertangguh apabila :
a, diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik
langsung maupun tidak langsung .

BAE XVII
EETENTUAN PIDANA
Pasasl 38

(1) Wajib Pajak vang karena kealpsannva tidek menvampaikan
SPFTPD atau mengiesi dengan tidak benar atsu tidsk leng-
kap atau melampirkan keterangan vang tidak benar se-
hingga merugikan keuangan dasrah dapat dipidana dengsan
prldana kurungan paling lame 8 (enam) bulan dan atau
denda paling banvak 2 (dua) kali Jjumlah pajek vang
terutang

(2) Wajib ..
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(2) Wasrib Pajlak yang dengan sengaja tidak menvampaikan
SPTFD atau mengisi dengsn tidak benar atau tidak leng-
kap atau melampirkan keteranzan vang tidak benar ese-
hingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan
pidana pendara paling lames & (enam) bulan dan atau
denda paling banvak 4 (empat) kali jumlah pajak vansg
terutang.

Pa=al 32

Tindak pidana esbagaimana dimakeud dalam Pasal 38 tidak
dituntut setelah melampaui jangks waktu 10 (sepuluh) tahun
sejak =sat terutangnya pajak atau berakhirnys mass pajak .

BAE ZVIII
PFPENYIDIEKAHN
Pazal 40

(1) Pejabat Psgewai Hegeril Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah dibsri wewenang khusus sebagail Penyi-
dik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah .

{2} Wewenang Pesnyidik sebsagaimana dimaksud pada syat (1)
adalsh

a. mensrima, mencari. mengumpulkan. dan meneliti
keterangan atau lasporan bsrkenasan dengan tindak
ridana di bidang pervajakan daesrah asgar keteransan
atan laporan tarzsabut meaniadl lengkap dan jelas ;

b. mensliti, mencari, dan mengumpulksan keterangan
mengenal orang pribadi atsu badan tentang ksbenaran
perbuatan vang dilakuksn sshubungan dengan tindask
pidena perpajakan dasrah terasebut :

Q. mahintg keterangan dan bahan bukti dari orang priba-
di atau  badan eehubungan dengan tindak pidana di
bidang perpajakan dserah :

d. memerikss buku-bukuf-c#tat&nwcatatan dan dokumen-
dokumen  lsin bqfkana&ﬁ :deng&n tindak pildana di
bidang perpajakan dasrah :

e. melakukan pengaeladahan untuk mendapatkan  bahan
bukti  pembukusn, pencatatan, dan dokumen-dokumsn
lain. satta melakukan penvitsan terhadsp bahan bukti
teressbut | '

f. memints ..
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. meminta bantuan tenags ahli dalam rangka pelaksanaan

tugae penyvidikan tindak pidana di bidang rperpajakan
dasrah :

. menvuruh berhenti. melarang seseocrang meninggalkan

ruangan atau tempat pada saat pemerikssan ssdang
berlangsung dan memerikss identitas orang dan atau
dokumen  vang dibawa sebagaimana dimaksud pads
huruf e :

. memctret segecrang vang berkaitan dsngan tindsk

pidana perpajakan dasrah :

memangdgil orang untuk didengsar keterangannyva dan
diperiksa sebagai tersangks atau =aksi

. menghentikan penvidikan ;

. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

renyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah
menurut hukum vang dapat dipertanggungjawabkan .

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberita-
hukan dimulainya penyidikan dan menvampsaikan hasil
penvidikannya kepada Penuntut Umum, sesuadl dengan
kstentuan yang distur dalam Undang-undasng Nomor 8 Tahun
1281 tentang Hukum Acara Pidans .

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Hal-hal vyang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini.
sepanjang mengenai pelaksanaannys akan distur lebih laniut
oleh Bupati.

Paaal 42

Peraturan Dassrah ini mulai berlaku pada tanggsal di-
undangskan .

Agar



Agar seatiap orang dapat mengetahuinva, memerintahkan
pengundangan FPeraturan Daerah 1inl densan penempsatannvs
dalam Lembaran Dasrah Kabupaten Demak .

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 27 Ssptember 2000

BUPATI DEMAK

H. DJOEKC WIDJI SUWITO, S.IP



II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOER 23 TAHUN 2000
TENTANG
USAHA PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN
GALIAN GOLONGAM C

PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun
1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dasrah, maka Pajak
Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan © yang semula
ditetapkan sebagail pajak Daerah Tingkat I diserahkan pengelo-
laannya sebagai pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten:

Pahwa ©pajsk Daerah dan retribusi Daerah merupakan
sumber pendapatan daerah vang penting guna memblayvei penye-
lenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan  daerah untuk
memantapkan otonomi Dasrah berdasarkan Undang-undang Nomor 22
Tahun 1593 tentang Pemerintahan Dacrah.

Sesuai dengan Pasal B2 ayat (2) Undang-undang Homor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka penentuan tarif
dan tata cara pemungutan pajalt dan retribusi dasrah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 huruf b : Yang dimaksud dengan tanah urug vang

dapat dikenakan pajak adalah -

a. Tanah urug dari padas { tanah pégu“
nungang 1

b. Tanah dari endapan sungai vang digu-
nakan untuk pengurugan buksn rumah
tangga { vang digunakan untuk pabrilk
/odindustri dalam jumlah besar ) ;

Dengan .....



2

Dengan demikian selain tanah itu tidak
dikenakan pajolk., contoh tanah urug yang
diambil darli sawah, dan atau diambil dari
endapan sungai tetapi untuk keperluan
rumah tangga / mengurug halaman rumah
pekarangan dan lain-lain, tidak dikenakan
rajak. .

Pasal 3 s.d 4E : Cukup Jjelas.




